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ABSTRAK
Informasi Artikel: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan
Terima: 12-03-2026 affirmative action dalam pemenuhan kuota perempuan pada PDI
Revisi: 18-03-2026 Perjuangan di Provinsi Jawa Barat. Isu ini menjadi krusial karena adanya
Disetujui: 02-04-2026 kesenjangan yang lebar antara pemenuhan kuota administratif dan hasil

elektoral nyata yang masih rendah di lapangan. Dengan menggunakan
pendekatan kualitatif metode studi kasus dan kerangka teori Merilee S.
Grindle, penelitian ini mengevaluasi interaksi antara isi kebijakan
(content of policy) dan konteks implementasi (context of implementation)
dalam internal partai.Hasil penelitian menunjukkan bahwa
implementasi kebijakan belum optimal akibat pengambilan keputusan
yang cenderung sentralistik serta dominasi elite partai sebagai
gatekeeper yang membatasi ruang strategis bagi kader perempuan.
Kebijakan afirmasi lebih banyak dipahami sebagai kewajiban
administratif demi memenuhi regulasi pemilu dibandingkan sebagai
instrumen transformasi politik substantif, sehingga sering terjebak
dalam praktik tokenisme. Hambatan signifikan lainnya mencakup
kuatnya pengaruh budaya patriarki, stereotip gender, serta minimnya
dukungan operasional berupa pendidikan politik dan pendanaan yang
berkelanjutan di tingkat lokal. Penelitian menyimpulkan bahwa
keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada komitmen pimpinan
lokal dan reformasi internal partai yang inklusif agar keterwakilan
perempuan tidak hanya bersifat simbolik, melainkan mampu
memberikan dampak nyata dalam pengambilan keputusan politik.

Kata Kunci: Affirmative Action, PDI Perjuangan, Representasi
Perempuan

ABSTRACT
This research aims to analyze the implementation of the affirmative action policy
in fulfilling the women's quota within PDI Perjuangan in West Java Province.
This issue is crucial due to the wide gap between the fulfillment of
administrative quotas and the actual electoral results, which remain low in the
field. Utilizing a qualitative approach with a case study method and Merilee S.
Grindle's theoretical framework, this research evaluates the interaction between
the content of policy and the context of implementation within the party. The
research findings indicate that policy implementation has not been optimal due
to decision-making that tends to be centralized, as well as the dominance of party
elites acting as gatekeepers who limit the strategic space for female cadres.
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Affirmative policies are largely understood as an administrative obligation to
comply with electoral regqulations rather than as an instrument for substantive
political transformation, often trapping them in the practice of tokenism. Other
significant barriers include the strong influence of patriarchal culture, gender
stereotypes, and the lack of operational support in the form of political education
and sustainable funding at the local level. The study concludes that the success
of this policy heavily relies on the commitment of local leaders and inclusive
internal party reform so that women's representation is not merely symbolic,
but capable of making a real impact on political decision-making.

Keywords:  Affirmative Action, PDI Perjuangan, Women's
Representation

PENDAHULUAN

Isu kesetaraan gender dalam politik Indonesia menjadi krusial karena representasi
perempuan terbukti meningkatkan kualitas kebijakan publik dan kepercayaan masyarakat. Studi
menunjukkan bahwa kehadiran perempuan di legislatif berkontribusi positif terhadap pelayanan
publik dan efektivitas komunikasi politik (Aryani et al., 2023). Kebijakan affirmative action
melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 mendorong kuota 30% perempuan, namun
implementasinya masih menghadapi hambatan struktural dan budaya, khususnya di Jawa Barat
(Wulandaria et al., 2024). Secara global, efektivitas representasi perempuan dipengaruhi konteks
institusional dan kualitas demokrasi (Kim, 2022). Oleh karena itu, diperlukan penguatan
kebijakan, edukasi publik, dan adaptasi strategi lokal agar affirmative action tidak bersifat
simbolik, melainkan menghasilkan partisipasi politik perempuan yang substantif dan
berkelanjutan (Islam et al.,2025).

Fenomena keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia menunjukkan kesenjangan
antara pemenuhan kuota administratif dan hasil elektoral yang masih rendah. Secara struktural,
sistem rekrutmen partai politik belum transparan dan didominasi elite, sehingga membatasi
peluang kader perempuan. Secara kultural, stereotip gender dan norma patriarki termasuk
dalam konteks masyarakat Muslim menghambat dukungan terhadap kepemimpinan
perempuan. Di Indonesia, interaksi faktor kelembagaan dan budaya ini menciptakan hambatan
ganda dalam implementasi kebijakan afirmatif. Meskipun perempuan legislatif berperan dalam
mobilisasi partisipasi politik, upaya tersebut sering terbentur norma sosial yang konservatif. Oleh
karena itu, peningkatan representasi perempuan memerlukan reformasi sistem rekrutmen,
penguatan kapasitas kader, serta perubahan paradigma sosial dan kelembagaan agar kebijakan
kuota tidak hanya bersifat simbolik (Goyal, 2023).

Partai politik berperan strategis sebagai gatekeeper dalam rekrutmen politik yang
menentukan akses partisipasi (Ibrahim et al.,2024). Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
secara normatif telah berkomitmen pada kesetaraan gender, namun implementasi kebijakan
afirmatif di tingkat lokal masih menghadapi tantangan sosial-budaya (Caravantes & Lombardo,
2024).Di Jawa Barat, heterogenitas masyarakat memengaruhi efektivitas kebijakan tersebut.
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Kondisi ini menunjukkan bahwa regulasi formal belum menjamin praktik yang setara akibat
hambatan struktural dan kultural (Sawer, 2024;Setiadi et al.,2025). Oleh karena itu, diperlukan
inovasi demokrasi feminis dan adaptasi kebijakan kontekstual untuk mendorong partisipasi
perempuan secara substantif. Peningkatan representasi perempuan juga terbukti memperkuat
transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Gap penelitian terletak pada minimnya studi yang mengkaji implementasi kebijakan
afirmatif perempuan di tingkat partai politik secara kontekstual. Sebagian besar penelitian masih
berfokus pada aspek normatif dan kuantitatif, tanpa menggali dinamika internal organisasi
(Yulivestra et al.,2025). Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menggunakan teori Merilee
S. Grindle yang menekankan interaksi antara isi kebijakan dan konteks implementasi.
Pendekatan ini relevan untuk memahami pengaruh struktur partai dan budaya lokal terhadap
keberhasilan kebijakan. Studi sebelumnya juga menunjukkan pentingnya faktor konteks lokal
dalam implementasi kebijakan publik, seperti pada kasus Sumatera Barat dan Aceh
Utara(Hasyem et al.,2022).

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memastikan bahwa kebijakan
affirmative action tidak berhenti pada tataran simbolik atau administratif semata, melainkan
mampu diimplementasikan secara substantif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan studi implementasi kebijakan publik, serta
kontribusi praktis bagi partai politik dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi yang
lebih efektif untuk mendorong kesetaraan gender dalam politik, khususnya di tingkat lokal.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Teori Kesetaraan Gender (Gender Equality Theory)

Teori kesetaraan gender menegaskan bahwa rendahnya keterwakilan perempuan bukan
disebabkan oleh keterbatasan kapasitas individu, melainkan akibat konstruksi sosial dan
ketimpangan struktural seperti norma patriarki, stereotip gender, dan sistem kelembagaan yang
diskriminatif(Kim, 2022). Kehadiran perempuan di legislatif tidak hanya bersifat simbolik, tetapi
juga berdampak pada peningkatan kesetaraan hukum dan peluang ekonomi dalam konteks
institusional tertentu. Dukungan terhadap kesetaraan gender juga dipengaruhi oleh ideologi
politik dan nilai sosial masyarakat (Sevincer et al., 2023). Selain itu, ketimpangan struktural
memperkuat bias, termasuk penyebaran misinformasi terhadap politisi perempuan (Ahmed et
al.,2025). Pendekatan representasi feminis menekankan pentingnya inklusivitas dan
responsivitas. Oleh karena itu, diperlukan perubahan struktural, kultural, dan kebijakan yang
komprehensif untuk mewujudkan kesetaraan gender yang substantif.

Teori Representasi Politik (Political Representation Theory)

Teori Representasi Politik menjelaskan bagaimana wakil rakyat memperjuangkan
kepentingan masyarakat melalui dua konsep utama, yaitu descriptive representation dan
substantive representation. Descriptive representation merujuk pada keterwakilan perempuan secara
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proporsional dalam lembaga legislatif, yang penting untuk mencerminkan struktur sosial dan
meningkatkan legitimasi demokrasi (Funk & Hinojosa, 2023). Namun, tidak semua perempuan
memiliki kepentingan yang sama, sehingga pengalaman bersama menjadi faktor penting dalam
menghubungkan representasi deskriptif dengan representasi substantif (Xydias, 2023).
Sementara itu, substantive representation menekankan peran aktif perempuan dalam
menghasilkan kebijakan yang responsif terhadap isu gender, seperti kesehatan dan kesejahteraan
sosial, meskipun efektivitasnya bergantung pada konteks politik dan sosial (Mechkova & Edgell,
2023). Hubungan keduanya bersifat dinamis, di mana jumlah perempuan yang memadai dapat
mendorong efektivitas peran substantif, meskipun tetap dipengaruhi faktor kelembagaan dan
tantangan seperti marginalisasi dan kekerasan politik (Itzkovitch-Malka & Oshri, 2024).

Teori Partai Politik sebagai Gatekeeper

Teori partai politik sebagai gatekeeper menekankan peran partai sebagai pengendali utama
akses dalam rekrutmen politik, menentukan siapa yang dapat berpartisipasi dan menduduki
posisi strategis (Parvez et al., 2024). Mekanisme seleksi kandidat yang cenderung eksklusif dan
elitistik sering kali dipengaruhi oleh kepentingan internal serta loyalitas terhadap elite. Dominasi
elite partai memperkuat kontrol atas sumber daya dan keputusan politik, sehingga berpotensi
menghambat keberagaman. Dalam konteks gender, akses perempuan kerap terbatas akibat
hambatan struktural dan budaya dalam partai. Oleh karena itu, diperlukan reformasi internal
partai yang lebih inklusif dan demokratis untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam
politik (Desmond, 2024)

Teori Budaya Politik (Political Culture Theory)

Teori Budaya Politik menekankan bahwa nilai, norma, dan budaya masyarakat
membentuk perilaku politik, termasuk partisipasi perempuan. Budaya patriarki menempatkan
laki-laki sebagai dominan, sehingga perempuan sering dianggap kurang layak memimpin.
Stereotip gender menciptakan dilema bagi perempuan politisi, karena perilaku mereka dinilai
berdasarkan ekspektasi maskulin atau feminin (Rohrbach, 2024). Bias ini juga memengaruhi
penilaian pemilih dan membatasi peluang perempuan dalam politik. Selain itu, norma budaya
dan agama konservatif memperkuat subordinasi perempuan serta dapat melegitimasi
ketimpangan bahkan kekerasan berbasis gender ((Lomazzi, 2023). Meskipun terdapat upaya
melalui kebijakan kuota, budaya politik yang masih patriarkal dan praktik gatekeeping partai
tetap menjadi hambatan (Frech, 2024). Oleh karena itu, perubahan budaya dan norma sosial
menjadi kunci dalam mendorong politik yang inklusif dan setara gender.

Teori demokrasi inklusif dan feminis

Teori demokrasi inklusif dan feminis menekankan bahwa demokrasi yang berkualitas
harus menjamin representasi dan partisipasi setara bagi kelompok marginal, khususnya
perempuan, tidak hanya secara prosedural tetapi juga substantif. Pendekatan ini
mengintegrasikan perspektif interseksional yang mempertimbangkan faktor seperti ras, kelas,
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dan identitas sosial dalam partisipasi politik (Sanbonmatsu et al.2025). Perkembangan
feminisme digital menunjukkan peran media dalam memperluas ruang advokasi kesetaraan
gender, meskipun masih menghadapi ketimpangan akses (Yin & Sun, 2021). Selain itu,
demokrasi feminis menuntut transformasi struktur patriarki melalui aksi kolektif dan reformasi
kebijakan yang inklusif (Martinez-Arifio, 2024). Implementasi kesetaraan gender juga
memerlukan komitmen kelembagaan yang kuat agar tidak bersifat simbolik (Tardos, et al., 2025).
Dengan demikian, demokrasi inklusif feminis mendorong perubahan sistemik yang mengakui
keberagaman dan memperkuat posisi perempuan dalam pengambilan keputusan politik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus
Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan fenomena secara mendalam dalam konteks
nyata, khususnya untuk menjawab pertanyaan “how” dan “why” terkait implementasi kebijakan
affirmative action (Wulandaria et al., 2024;Setiadi et al., 2025). Penelitian ini menggunakan desain
studi kasus tunggal (single case study), karena kasus yang diteliti bersifat kritis dan representatif
dalam menggambarkan dinamika implementasi kebijakan afirmatif di tingkat daerah. Fokus
penelitian berada pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Jawa Barat. Partai ini dipilih
karena memiliki komitmen terhadap keterwakilan perempuan, struktur organisasi yang kuat,
serta pengalaman kaderisasi perempuan. Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan
afirmatif dalam proses rekrutmen dan pencalonan legislatif perempuan, termasuk dinamika
internal yang memengaruhinya.

Desain penelitian bersifat embedded, dengan beberapa unit analisis, yaitu: (1) struktur
dan kebijakan internal partai terkait afirmasi, (2) pengalaman kader perempuan, (3) sikap elite
partai, dan (4) interaksi partai dengan institusi eksternal seperti penyelenggara pemilu dan
masyarakat sipil. Desain ini memungkinkan analisis yang komprehensif antara kebijakan formal
dan praktik di lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara (Setiadi et al., 2025)
mendalam dengan pengurus partai dan kader perempuan, studi dokumen seperti AD/ART dan
pedoman pencalonan, serta observasi partisipatif dalam kegiatan partai. Analisis data
menggunakan pendekatan tematik melalui proses koding, kategorisasi, dan penarikan pola
hubungan antar-tema. Validitas dan reliabilitas dijaga melalui triangulasi data, member check,
penggunaan protokol studi kasus, serta audit trail (Janis, 2022). Analisis mengacu pada teori
implementasi kebijakan dan representasi politik untuk memahami kesesuaian antara desain
kebijakan dan realitas implementasinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil

Kondisi content of policy dalam implementasi kebijakan affirmative action oleh Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan di Jawa Barat menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan masih
belum optimal, terutama pada aspek derajat perubahan (extent of change) dan komitmen sumber
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daya (resources committed). Dari sisi kepentingan yang terdampak (interest affected),
pengambilan keputusan dalam partai cenderung bersifat sentralistik, sehingga kelompok
perempuan sebagai pihak yang seharusnya diuntungkan belum sepenuhnya memiliki ruang
strategis dalam menentukan arah kebijakan. Pada aspek manfaat kebijakan (type of benefit),
partai politik sebagai pelaksana belum mampu memaksimalkan peluang afirmatif untuk
mendorong perempuan menjadi anggota legislatif secara substantif. Kebijakan yang ada lebih
banyak dipahami sebagai kewajiban administratif dibandingkan sebagai instrumen transformasi
politik. Sementara itu, pada aspek derajat perubahan (extent of change), meskipun secara formal
kebijakan afirmatif telah diimplementasikan sesuai regulasi, praktik di lapangan menunjukkan
masih kuatnya pengaruh budaya patriarki serta lemahnya sistem pendidikan politik bagi kader
perempuan yang cenderung bersifat temporer dan hanya intens menjelang pemilu.

Dari sisi pelaksana program (program implementors), baik pemerintah daerah maupun
struktur partai belum menjalankan program pembinaan dan pendidikan politik secara konsisten
dan terstruktur. Hal ini mengindikasikan lemahnya perencanaan jangka panjang dalam
penguatan kapasitas perempuan. Selain itu, dalam aspek lokasi pengambilan keputusan (site of
decision making), penentuan calon legislatif belum sepenuhnya didasarkan pada analisis
elektabilitas yang objektif, melainkan masih dipengaruhi pertimbangan subjektif elite partai.
Keterbatasan juga terlihat pada aspek sumber daya (resources committed), di mana ketersediaan
sumber daya manusia yang kompeten masih rendah. Meskipun terdapat bidang khusus
perempuan dalam struktur partai, dukungan nyata untuk meningkatkan partisipasi perempuan
masih minim. Tidak adanya mekanisme pengawasan khusus terhadap proses rekrutmen
perempuan menunjukkan bahwa pemenuhan kuota 30% masih bersifat formalitas.

Selain content of policy, faktor context of implementation juga sangat memengaruhi
keberhasilan kebijakan. Dari aspek kekuasaan dan kepentingan aktor (power, interest, and
strategy of actors involved), implementasi kebijakan masih dipengaruhi oleh kepentingan
internal dan dominasi elite partai. Pada aspek karakteristik kelembagaan (institution and regime
characteristic), pemerintah daerah belum berperan optimal dalam menyediakan regulasi teknis
yang jelas, sementara proses seleksi di tingkat partai masih kurang transparan. Namun demikian,
pada aspek kepatuhan (compliance and responsiveness), pelaksana kebijakan relatif telah
menjalankan tugas sesuai ketentuan, meskipun belum mencapai efektivitas substantif.
Kesenjangan antara kebijakan normatif dan implementasi nyata juga terlihat dari minimnya
petunjuk teknis di tingkat daerah. Instruksi pusat terkait kuota perempuan tidak diiringi dengan
dukungan operasional seperti pembinaan dan pendanaan, sehingga implementasi di daerah
cenderung bersifat administratif. Peran elite partai menjadi faktor penentu utama, di mana
komitmen pimpinan lokal sangat memengaruhi keberhasilan afirmasi. Perbedaan orientasi elite
menyebabkan variasi implementasi antar daerah.

Faktor sosial-kultural juga menjadi hambatan signifikan. Budaya patriarki di masyarakat
masih membatasi partisipasi perempuan, baik melalui stereotip gender maupun rendahnya
dukungan sosial. Selain itu, sistem pemilu yang kompetitif menuntut sumber daya finansial dan
jaringan politik yang kuat, yang seringkali lebih dimiliki oleh kandidat laki-laki. Kondisi ini
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menciptakan ketimpangan dalam kompetisi politik. Praktik tokenisme juga ditemukan, di mana
perempuan hanya dijadikan pelengkap untuk memenuhi kuota tanpa diberikan ruang
pengambilan keputusan. Namun demikian, terdapat beberapa praktik baik di tingkat lokal yang
menunjukkan bahwa implementasi afirmasi dapat berjalan efektif jika didukung komitmen elite
dan program kaderisasi yang berkelanjutan. Secara teoretis, pendekatan Merilee S. Grindle
terbukti relevan dalam menjelaskan dinamika implementasi kebijakan ini. Namun, untuk
memahami secara lebih komprehensif, diperlukan integrasi dengan teori kelembagaan, relasi
gender, serta patronase politik. Dengan demikian, analisis ini tidak hanya menguatkan teori
implementasi kebijakan, tetapi juga memperkaya pemahaman tentang kompleksitas politik
afirmatif di tingkat lokal Indonesia.

Pembahasan

Implementasi kebijakan affirmative action atau tindakan afirmatif bagi perempuan di PDI
Perjuangan Jawa Barat masih menghadapi tantangan besar antara pemenuhan administratif dan
hasil elektoral yang nyata. Hambatan struktural utama terletak pada peran partai politik sebagai
gatekeeper atau penjaga pintu yang menentukan akses partisipasi politik. Penelitian oleh Ibrahim
et al. (2024) menegaskan bahwa partai memegang kendali penuh atas rekrutmen, namun
mekanisme yang elitistik dan sentralistik sering kali membatasi keberagaman gender dan akses
perempuan terhadap posisi strategis. Selain faktor struktur, norma patriarki dan stereotip gender
menjadi penghambat kultural yang signifikan, terutama di daerah dengan heterogenitas
masyarakat seperti Jawa Barat. Goyal (2023) menyoroti bagaimana konteks masyarakat Muslim
dan nilai-nilai sosial konservatif dapat menghambat dukungan terhadap kepemimpinan
perempuan. Di lapangan, hal ini mengakibatkan kebijakan afirmatif sering kali hanya dipahami
sebagai kewajiban administratif demi memenuhi regulasi pemilu, bukan sebagai instrumen
transformasi politik yang substantif. Kondisi ini diperkuat oleh temuan Rohrbach (2024) bahwa
politisi perempuan sering kali dinilai secara bias berdasarkan ekspektasi maskulin atau feminin.
Secara teoretis, terdapat kesenjangan antara representasi deskriptif (pemenuhan kuota jumlah)
dan representasi substantif (kualitas peran dalam kebijakan). Meskipun kuota 30% diupayakan
terpenuhi, praktik tokenisme masih ditemukan, di mana kader perempuan hanya dijadikan
pelengkap syarat pencalonan tanpa diberikan ruang pengambilan keputusan yang nyata. Funk
& Hinojosa (2023) menekankan bahwa keterwakilan proporsional penting untuk legitimasi
demokrasi, namun efektivitasnya sangat bergantung pada dukungan kelembagaan dan konteks
politik lokal. Berdasarkan teori Merilee S. Grindle, keberhasilan kebijakan ini sangat dipengaruhi
oleh interaksi antara content of policy (isi kebijakan) dan context of implementation (konteks
implementasi). Minimnya dukungan operasional seperti pembinaan berkelanjutan dan
pendanaan di tingkat daerah menyebabkan implementasi di PDI Perjuangan Jawa Barat
cenderung bersifat formalitas. Penelitian Hasyem et al. (2022) mendukung fakta bahwa faktor
konteks lokal dan komitmen elite partai merupakan penentu utama keberhasilan kebijakan
publik di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan reformasi internal partai yang lebih inklusif
untuk mewujudkan kesetaraan gender yang substantif
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KESIMPULAN

Implementasi kebijakan affirmative action pada PDI Perjuangan di Jawa Barat masih
menunjukkan kesenjangan yang lebar antara pemenuhan syarat administratif dan realitas politik
yang substantif,. Secara normatif, partai telah berupaya menjalankan regulasi sesuai ketentuan,
namun dalam praktiknya, keterwakilan perempuan sering kali masih bersifat simbolik atau
sekadar formalitas. Hambatan utama yang ditemukan bersifat ganda, yakni struktural dan
kultural. Dari sisi struktural, sistem rekrutmen internal yang belum transparan serta dominasi
elite partai sebagai gatekeeper membatasi akses kader perempuan untuk menduduki posisi
strategis,,. Pengambilan keputusan yang bersifat sentralistik menyebabkan perempuan belum
sepenuhnya memiliki ruang dalam menentukan arah kebijakan partai. Secara kultural, kuatnya
budaya patriarki dan stereotip gender di masyarakat menjadi tantangan besar dalam
memenangkan dukungan publik bagi pemimpin perempuan. Berdasarkan kerangka teori
Merilee S. Grindle, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada komitmen sumber daya
dan dukungan operasional di tingkat lokal. Tanpa adanya reformasi sistem rekrutmen yang
inklusif, pendidikan politik yang berkelanjutan, serta transformasi paradigma sosial, kebijakan
afirmasi ini akan terus terjebak dalam praktik tokenisme,,. Oleh karena itu, diperlukan komitmen
kelembagaan yang kuat agar perempuan dapat berperan secara nyata dalam pengambilan
keputusan politik yang responsif gender.
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